[ SALINAN ]

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah maka perlu dilakukan perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 37 tahun 2019 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Polewali
Mandar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
37 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);



7.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 117);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan :

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung
jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah 2021;

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali
Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2008 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN
2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor
37 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 37) diubah
sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Pasal 7
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
dilaksanakan oleh Pejabat Perangkat Daerah yang
membidangi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan dilakukan
secara bertahap atau persemester dengan cara transfer ke
rekening kas umum Partai Politik



(3) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah
kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan
Partai Politik selesai diteliti dan diperiksa oleh Tim
Verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil
Verifikasi.

(4) Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan melampirkan

kelengkapan administrasi permohonan Bantuan
Keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.

(5) Setelah menerima penyaluran bantuan, Ketua atau
sebutan lain DPC Partai Politik wajib menyampaikan
tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan kepada
Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan
tembusan kepada PD terkait.

(6) Penyampaian tanda bukti penerimaan pada ayat (3)
disertai dengan penandatangan berita acara serah terima
bantuan.

(7) Format berita acara serah terima bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), sebagaiman tercantum dalam
Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  pada tanggal 26 Maret 2021
Polewali 26 Maret 2021

__KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

~ §p

“ Pangkat : Pembina TK.I
Nin : 19630420 198503 1 013

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
ttd
BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 10



